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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.12,2014              Kantor Kesatuan Bangsa dan   Politik 

             Kabupaten Bantul; 

             Bantuan Keuangan; Partai Politik. 
 

 

 
 

BUPATI BANTUL 

 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 

NOMOR   12   TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 

TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,  sehingga 
perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat  (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang   Nomor  15  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

4. Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2008  tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5189); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 
12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 59); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5351); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 24 Tahun  

2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,  
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan   

Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 26 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
Nomor 24  Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan,  Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 
 

9. Peraturan Daerah  Nomor  13 Tahun 2007  tentang 
Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D 

Nomor 11); 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  

dan 

BUPATI BANTUL  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 

2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI 

POLITIK. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bantul. 
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD 

adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. 
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6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik 
selanjutnya disingkat DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya 
adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul. 

8. Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilu 
Tingkat Kabupaten Bantul yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang 

bersangkutan. 
9. Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik 

peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bantul. 
10. Bendahara Partai Politik adalah Bendahara Pengurus Partai Politik 

peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bantul. 

11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara 

proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD 
Kabupaten Bantul yang penghitungannya berdasarkan jumlah 
perolehan suara. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bantul. 

13. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

 
2. Ketentuan huruf e ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 
Pasal 7 

(1) DPD/DPC Partai  Politik  atau sebutan lainnya mengajukan 

permohonan bantuan keuangan secara tertulis yang ditandatangani 
oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati untuk menyalurkan dana 

bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan 
menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan 
melampirkan kelengkapan administrasi berupa : 

 
a. foto copy surat keputusan kepengurusan DPD/DPC Partai Politik 

atau sebutan lainnya yang sah dan dilegalisir oleh pejabat Partai 
Politik yang berwenang; 

b. foto copy NPWP yang telah dilegalisir; 

c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan 
suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau 
Sekretaris KPUD; 


